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RUU Sisidiknas yang diinisiasi  pemerintah 
melalui Kemendikbudristek menjadi 
polemik hilangnya frasa madrasah dalam 
RUU tersebut. Banyak kalangan tokoh 
Islam yang mempertanyakan hal itu

Madrasah Hilang dari RUU Sisdiknas,
Ini Penjelasan  Yaqut dan Nadiem

JAKARTA (IM) - Menteri 
Agama (Menag) Yaqut Cholil 
Choumas menepis dugaan 
masyarakat yang sempat he-
boh terkait hilangnya frasa 
Madrasah dalam Rancangan 
Undang-undang Sistem Pen-
didikan Nasional (RUU Sis-
diknas).

 Menurut Yaqut, hal terse-
but merupakan kekeliruan. 
Karena, sejak awal Kement-

erian Agama (Kemenag) selalu 
berkolaborasi dengan Kement-
erian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Kemen-
dikbudristek) terkait RUU 
Sisdiknas.

“Benar bahwa, di Kemen-
terian Agama selalu berkomu-
nikasi dan berkoordinasi secara 
erat dengan Kemendikbu-
dristek, sejak awal proses revisi 
RUU Sisdiknas sampai hari 

JAKARTA (IM) - Petugas  
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) menjemput paksa 
mantan Gubernur Riau, Annas 
Maamun, ke Gedung Merah 
Putih KPK, Jakarta, Rabu 
(30/3). Annas tiba Gedung 
KPK sekitar pukul 16.25 WIB.

Pelaksana Tugas Juru 
Bicara KPK Ali Fikri men-
gatakan, penjemputan An-
nas dilakukan setelah mantan 
Gubernur Riau itu tidak ko-
operatif  memenuhi panggilan 
penyidik.

“Hari ini, tim penyidik 
KPK memanggil paksa AM 
(Annas Maamun) Gubernur 
Riau perode 2014-2019 dari 
tempat tinggalnya di Pekan-
baru, Riau,” ujar Ali.

“Perintah membawa terse-
but dilakukan karena KPK 
menilai yang bersangkutan 
tidak kooperatif  untuk hadir 
memenuhi panggilan tim pe-
nyidik KPK,” kata Ali.

Kendati demikian, Ali 

belum menjelaskan secara 
terperinci kasus apa yang mem-
buat KPK melakukan penjem-
putan paksa terhadap Annas. 
Menurutnya, tim penyidik akan 
melakukan pendalaman terha-
dap Annas di Gedung KPK.

“Pemanggilan terhadap 
yang bersangkutan sebelumnya 
telah dilakukan secara patut 
dan sah menurut hukum,” 
ucap Ali.

“Berikutnya AM dibawa 
ke Gedung Merah Putih KPK 
untuk pemeriksaan lanjutan. 
Perkembangan akan diinfo-
kan,” ujar Ali.

Untuk diketahui, Annas 
Maamun telah bebas dari 
Lapas Sukamiskin, Bandung, 
Senin (21/9).  

Annas merupakan ter-
pidana dalam kasus korup-
si terkait alih fungsi lahan 
di Provinsi Riau. Ia sempat 
mendapat grasi dari Presiden 
Joko Widodo pada September 
2019 tahun lalu. han

Aparat KPK Jemput Paksa
Eks Gubernur Riau Annas Maamun

ini,” ujar Yaqut dalam akun 
instagram @nadiemmakarim, 
Rabu (30/3). 

Menurut Yaqut, dalam 
RUU Sisdiknas justru mem-
ber ikan eks istensi  ser ta 
perhatian kuat terhadap 
Madrasah.

“RUU Sisdiknas telah 
memberikan perhatian yang 
kuat terhadap eksistensi 
pesantren dan madrasah,” 
jelasnya.

Yaqut menambahkan, 
dengan adanya fleksibilitas 
dalam pasal-pasal terkait 
RUU Sisdiknas, madrasah dan 
pesantren yang masuk dalam 
batang tubuh RUU tersebut, 
akan membuat pendidikan 
semakin kuat.

“Mutu pembelajaran un-

RAKER DPR DENGAN KPK
K e t u a  K P K  F i r l i  B a h u r i 
 memberikan paparan saat 
rapat kerja dengan Komisi III 
DPR di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Rabu (30/3). 
Raker  tersebut membahas 
 capaian t arget Penerimaan 
Negara  Bukan Pajak (PNBP) 
Tahun 2021, target  pencapaian 
PNBP di Tahun 2022,  Renstra 
 Program Prioritas Tahun 2022, 
dan  pe laksanaan  tupoks i 
dalam   rangka  optimalisasi 
 penyelamatan keuangan  negara 
serta meningkatkan target 
PNBP.

 IDN/ANTARA 

JAKARTA (IM) - Sekre-
taris Jenderal Partai Berkarya 
Badaruddin Andi Picunang 
bersyukur atas keputusan Mah-
kamah Agung (MA) yang me-
nyatakan kepengurusan partai 
kembali ke tangan Muchdi Pur-
wopranjono atau Muchri Pr.

Putusan majelis hakim 
di tingkat kasasi pada Selasa 
(29/3)  menyatakan,  gu-
gatan Tommy Soeharto tidak 
diterima.“Syukur Alhamdulil-
lah, ini bukan soal menang 
kalah, tapi kepastian hukum 
untuk langkah Partai Berkarya 
ke depan menghadapi tahapan 
Pemilu 2024,” kata Andi saat 
dihubungi wartawan, Rabu 
(30/3).

Atas keputusan MA terse-
but, Andi berharap Partai 
Berkarya di bawah kepenguru-
san Muchdi PR dapat bersatu 
menghadapi pemilu. Andi ber-
harap dengan putusan hukum 
ini, tidak ada lagi kubu-kubu 
dalam Partai Berkarya.

“Tidak ada lagi berkarya 
kuning, berkarya putih, 
berkarya abu-abu. Hanya ada 
satu Partai Berkarya berlogo 
rantai dan beringin di bawah 
kepemimpinan Muchdi Pur-
wopranjono,” tegasnya.

Dualisme kepengurusan 
Partai Berkarya bermula ketika 
sejumlah kader menilai kepe-

mimpinan Tommy Soeharto ti-
dak berjalan dengan baik. Pada 
Maret 2020, sejumlah kader 
Partai Berkarya membentuk 
Presidium Penyelamat Partai 
untuk meminta Munaslub 
dipercepat.

Meski sejumlah pengurus 
partai kemudian diberhentikan, 
Presidium Penyelamat Partai 
tetap menggelar Munaslub 
pada Juli 2020. Dari Munaslub 
itu, Muchdi Purwopranjono 
terpilih sebagai ketua umum 
dan Badaruddin Andi Picu-
nang sebagai sekretaris jen-
deral.

Hasil Munaslub kubu 
Muchdi pun diserahkan ke 
Kemenkumham dan disahkan 
lewat SK yang diterbitkan 
kementerian tersebut. Hal itu 
membuat kubu Tommy ters-
ingkir dan berujung pada gu-
gatan ke PTUN Jakarta. Pada 
16 Februari 2021, Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN) 
mengabulkan gugatan Tommy 
atas putusan Menkumham 
yang mengesahkan kepengu-
rusan DPP Partai Berkarya di 
bawah kepemimpinan Muchdi.

Kemudian, kubu Muchdi 
Pr mengajukan banding. Na-
mun, majelis hakim PTTUN 
memperkuat putusan PTUN 
Jakarta yang mengabulkan 
gugatan Tommy. mei

Kasasi Dikabulkan, Muchdi Pr
Kembali Pimpin Partai Berkarya

JAKARTA (IM) - Ketua 
Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Ilham Saputra men-
egaskan bahwa  KPU be-
lum berencana menggunakan 
sistem pemilihan elektronik 
atau electronic voting (e-vot-
ing) untuk pemungutan suara 
pada pemilihan umum (pe-
milu) 2024.

Ia mengatakan, saat ini  
KPU tengah mematangkan 
penggunaan sistem teknologi 
informasi rekapitulasi penghi-
tungan suara (Sirekap) untuk 
Pemilu 2024.

“KPU sampai saat ini tidak 
berencana melakukan e-voting, 
tapi kami sudah melakukan be-
berapa penggunaan teknologi 
informasi kan yang sudah kami 
lakukan pada pemilu-pemilu 
sebelumnya,” kata  Ilham 
kepada wartawan di Gedung 
KPU, Jakarta, Selasa (29/3).

 “Kami sedang menggagas 
Sirekap untuk digunakan juga 
pada Pemilu 2024. Terakhir 
kami jadikan alat bantu untuk 
pemilihan 2020 lalu, dan ini 
yang sedang kami matangkan 
kembali agar dapat digunakan 
untuk Pemilu 2024 yang akan 
datang,” katanya menambah-
kan.

Ilham berpendapat bahwa  
permasalahan pemilu di In-
donesia bukan terkait dengan 
bagaimana proses pemung-
utan suara. Namun, berdasar-
kan pengalaman yang ditemui 
KPU, permasalahan yang ker-
ap terjadi adalah pada proses 
rekapitulasi usai pemungutan 
suara tersebut.

“E-voting ini kan pakai 
alat ya, dia kan pakai mesin, 
dan mesin itu pasti perawatan-
nya mahal, kemudian apakah 
substansi dari penggunaan 
e-voting itu penting bagi Pe-
milu 2024 yang akan datang?,” 
papar Ilham.

“Buat kami, proses pe-
mungutan suara selama ini 
tidak pernah ada yang ber-
masalah, di TPS masyarakat 
datang berbondong-bondong. 
Tapi yang jadi masalah yang 
kemudian ‘dicurigai’ adalah 
proses rekapitulasinya,” kata 
Ilham. Oleh karena itu, KPU 
lebih memilih untuk memaksi-
malkan penggunaan teknologi 
informasi Sirekap untuk Pe-
milu yang akan datang. Ha-
sil  rekapitulasinya Sirekap 
dianggap  lebih transparan 

dan dapat memberikan 
informasi langsung untuk 
masyarakat dengan hasil 
yang lebih akurat. han

KPU Belum Berencana Gunakan
E-Voting untuk Pemilu 2024

tuk semua peserta didik di 
Indonesia akan meningkat, 
dan kualitas sistem pendidi-
kan kita akan semakin mem-
baik di masa depan,” tutur 
Yaqut.

Rancangan Undang-Un-
dang Sistem Pendidikan Na-
sional (RUU Sisidiknas) yang 
diinisiasi pemerintah melalui 
Kementerian Pendidikan, Ke-
budayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek) terus 
dicermati dan dikaji publik 
hingga saat ini.

Yang terbaru, ialah hilan-
gnya frasa madrasah dalam 
draf  Revisi Undang-Undang 
(UU) Sisdiknas yang beredar 
di kalangan publik menjadi 
polemik, banyak masyarakat 
terutama yang datang dari 

kalangan tokoh Islam yang 
mempertanyakan.

Menanggapi hal itu, Men-
teri Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Men-
dikbudristek) Nadiem Anwar 
Makarim mengklaim, tidak 
ada niatan sedikitpun tidak 
melibatkan madrasah dan 
instansi lain di revisi RUU 
Sisdiknas.

“Tidak ada keinginan atau-
pun rencana untuk menghapus 
sekolah, madrasah atau ben-
tuk-bentuk satuan Pendidikan 
lain dari sistem pendidikan 
nasional. Sebuah hal yang tidak 
masuk akal dan tidak pernah 
terbesit sekalipun di benak 
kami,” ujar Nadiem dalam 
akun instagram @nadiem-
makarim, Rabu (30/3). han

Jemmy Setiawan Ditanya Penyidik KPK Soal Musda Partai Demokrat di Kaltim
JAKARTA (IM) - Penyidik 

Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) memeriksa kader Partai 
Demokrat, Jemmy Setiawan, 
terkait kasus korupsi yang men-
jerat Bupati nonaktif  Penajam 
Paser Utara (PPU) Abdul Gafur 
Mas’ud, Rabu (30/3).

Jemmy ke luar dari Gedung 
Merah Putih KPK, Jakarta, 
pukul 14.22 WIB. Kepada para 
wartawan, Deputi II Badan 
Pembina Organisasi, Kaderisasi, 
dan Keanggotaan (BPOKK) 
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 
Partai Demokrat, mengaku di-
tanya soal musyawarah daerah 

(Musda) Partai Demokrat di 
Kalimantan Timur.“Seputaran 
Musda,” ucap Jemmy sambil 
berjalan ke luar Gedung KPK.

Jemmy menyatakan, pemer-
iksaannya di KPK tidak ada 
kaitannya dengan pemanggilan 
kader Demokrat lain seperti 
Andi Arief.  

Menurutnya, posisinya di 
struktural Partai Demokrat 
berbeda dengan Andi.

“Enggak ada (kaitannya 
dengan Andi Arief). Andi Arief  
tidak ada urusannya dengan ini 
(Musda). Dia Bappilu (Badan 
Pemenangan Pemilu). Beda tu-

poksi (tugas pokok dan fungsi),” 
ucapnya.Menurut Jemmy, pe-
nyidik KPK tidak menanyakan 
perkara korupsi yang menjerat 
bupati nonaktif  PPU. Ia men-
gatakan, komisi antirasuah itu 
hanya menanyakan seputar 
proses Musda yang diikuti oleh 
Abdul Gafur.

“Hanya menjelaskan sepu-
taran prosesnya aja. Proses 
Musdanya itu. Proses Musdanya, 
jalannya bagaimana, kapan ter-
laksananya, biasa aja. Teknis. 
Hal-hal teknis,” papar Jemmy.

Lebih jauh, kader Demokrat 
ini membantah adanya aliran 
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DAN ENTITAS ANAK
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Catatan :
1. Informasi keuangan diatas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk tanggal  

31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, 
Aryanto, Mawar & Rekan, member of the RSM Network
dalam laporannya tertanggal 29 Maret 2022.   

yang disajikan di atas.   

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

 2021  2020 

ASET
ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas  40.808.927.475  73.000.763.949 
Piutang Usaha - Pihak Ketiga  9.146.309.749  25.408.082.202 

 11.057.244.131  19.380.501.705 
Persediaan  18.425.014.175  15.707.419.317 
Pajak Dibayar di Muka  2.471.127.246  183.411.510 
Pembayaran di Muka  17.798.475.818  12.655.809.880 

 99.707.098.594  146.335.988.563 

ASET TIDAK LANCAR

 42.169.000.000  -- 
Aset Tetap  410.683.202.766  421.189.882.932 
Aset Pajak Tangguhan  222.158.251  522.454.719 

 453.074.361.017  421.712.337.651 
JUMLAH ASET  552.781.459.611  568.048.326.214 

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS 
LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha - Pihak Ketiga  5.534.277.912  2.886.603.748 
Utang Pajak  1.145.290.224  2.128.576.897 
Beban Akrual  2.693.101.519  3.243.622.361 
Utang Lain-lain  1.621.500.000  -- 
Uang Muka Pelanggan  2.998.631.991  1.225.755.146 

 11.920.786.516  12.280.597.020 
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek  25.913.588.162  21.765.155.172 

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Bank Jangka Panjang  28.236.448.666  39.337.059.780 
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang  6.708.671.316  8.196.499.706 
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang  34.945.119.982  47.533.559.486 

JUMLAH LIABILITAS  60.858.708.144  69.298.714.658 

EKUITAS
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 
  Modal Saham

Modal Dasar - 8.000.000.000 saham
Nilai Nominal Rp 100 per saham

Modal Ditempatkan dan Disetorkan Penuh -
2.350.000.000 saham  235.000.000.000  235.000.000.000 

Tambahan Modal Disetor - Bersih  19.432.841.314  19.432.841.314 
Saldo Laba
   Telah Ditentukan Penggunaannya  625.000.000  575.000.000 
   Belum Ditentukan Penggunaannya  230.253.361.110  237.676.213.313 
Penghasilan Komprehensif Lain  6.055.826.970  5.541.120.425 
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada

Pemilik Entitas Induk  491.367.029.394  498.225.175.052 
Kepentingan Nonpengendali  555.722.073  524.436.504 

Jumlah Ekuitas  491.922.751.467  498.749.611.556 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  552.781.459.611  568.048.326.214 

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

 2021  2020 

PENDAPATAN  199.312.722.588  230.662.117.776 
BEBAN POKOK PENDAPATAN  (129.737.163.929)  (154.964.629.524)
LABA BRUTO  69.575.558.659  75.697.488.252 

Beban Usaha  (18.609.375.079)  (22.739.074.071)
Penghasilan (Beban) Lainnya - Neto  3.881.598.212  (1.873.789.551)
LABA USAHA  54.847.781.792  51.084.624.630 
Penghasilan Bunga  2.896.076.038  1.954.222.023 
Beban Bunga dan Keuangan  (2.516.454.280)  (5.475.410.836)
Beban Pajak Final  (2.072.519.429)  (2.278.008.110)
LABA SEBELUM PAJAK  53.154.884.121  45.285.427.707 
Beban Pajak  (1.747.646.452)  (1.341.366.169)
LABA TAHUN BERJALAN  51.407.237.669  43.944.061.538 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti  549.627.018  1.193.104.740 
Pajak Penghasilan atas Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti  (33.724.776)  (193.969.663)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  51.923.139.911  44.943.196.615 
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :

Pemilik Entitas Induk  51.377.147.797  43.908.458.385 
Kepentingan Nonpengendali  30.089.872  35.603.153 

 51.407.237.669  43.944.061.538 
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  

YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :
Pemilik Entitas Induk  51.891.854.342  44.900.726.358 
Kepentingan Nonpengendali  31.285.569  42.470.257 

 51.923.139.911  44.943.196.615 

LABA PER SAHAM :
Laba per Saham Dasar  21,86  18,68 

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)
                  

 2021  2020 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari Pelanggan  222.217.949.172  238.539.512.469 
Pembayaran Kepada Pemasok  (85.563.707.900)  (113.422.856.626)
Pembayaran Kepada Karyawan  (36.577.796.911)  (41.298.711.168)
Pembayaran Pajak Penghasilan  (3.317.813.065)  (3.512.817.360)
Penerimaan Klaim Asuransi  7.876.494.715  -- 
Pembayaran Bunga  (2.290.732.908)  (5.397.652.085)
Penerimaan Bunga  2.868.150.963  1.918.895.105 
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi  105.212.544.066  76.826.370.335 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Aset Tetap

Perolehan  (51.512.895.129)  (62.921.015.428)
Penjualan  31.621.818.182  5.258.474.795 

Investasi dalam Saham
Perolehan  (4.840.290.459)  (7.717.699.983)
Penjualan  3.851.506.302  8.274.317.207 

Pembayaran Uang muka Pembelian Aktiva Tetap  (4.294.000.000) --
Penerimaan Dividen  146.742.826  165.758.959 
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi  (25.027.118.278)  (56.940.164.450)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Utang Jangka Panjang

Penerimaan  48.840.357.275  17.456.000.000 
Pembayaran  (60.300.778.893)  (8.014.063.688)

Pembagian Dividen Tunai  (58.750.000.000)  (8.225.000.000)
Penempatan pada Dana yang Dibatasi Penggunaannya - neto  (42.169.000.000)  -- 
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan  (112.379.421.618)  1.216.936.312 

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS  (32.193.995.830)  21.103.142.197 
DAMPAK SELISIH KURS PADA KAS DAN SETARA KAS  2.159.356  15.755.104 
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN  73.000.763.949  51.881.866.648 
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN  40.808.927.475  73.000.763.949 

Jakarta, 31 Maret 2022
Direksi

PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk

dana dari Bupati nonakti PPU. 
Ia memastikan, tidak ada aliran 
dana dari Abdul Gafur dalam 
proses Musda tersebut.

Abdul Gafur sebelumnya 
terjaring operasi tangkap tangan 
yang dilakukan KPK di Jakarta 
dan Kalimantan Timur pada 12 
Januari 2022. 

Seusai operasi tangkap tan-
gan tersebut, KPK mengumum-
kan enam orang jadi tersangka 
terkait dugaan suap pengadaan 
barang dan jasa serta perizinan 
di Kabupaten PPU.

KPK juga menetapkan Ben-
dahara DPC Partai Demokrat 

Balikpapan Nur Afi fah Balqis, 
Plt Sekretaris Daerah PPU 
Mulyad, dan Kepala Dinas Pe-
kerjaan Umum dan Tata Ruang 
PPU Edi Hasmoro sebagai 
tersangka.

Kepala Bidang Dinas Pen-
didikan, Pemuda, dan Olahraga 
PPU Jusman, serta pihak swasta 
bernama Achmad Zudi juga 
ditetapkan sebagai tersangka. 
Wakil Ketua KPK Alexander 
Marwata saat itu mengatakan, 
tim KPK mengamankan uang 
Rp 1,4 miliar dari penangka-
pan Abdul Gafur di lobi mal 
kawasan Jakarta Selatan. mei


